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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk : 

mengetahui dan menganalisa apa kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir 

dan pulau- pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dan 

mengetahui dan menganalisa obyek bagi hasil pengganti PAD kepada pemerintah 

daerah kabupaten/kota atas pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil 

oleh pemerintah daerah provinsi. Metode penelitian yang digunakan dalam 

menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode yang di 

gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 

2 ( dua ) pendekatan yakni : statute approach dan conceptual approach. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa : Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-

pulau kecil merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, yang 

kewenangan pemerintahan tersebut diperoleh secara atribusi, yakni kewenangan 

yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan 

pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah provinsi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan 

pengendalian. Maka obyek bagi hasil pengganti PAD kabupaten/ kota dilakukan 

melalui 2 ( dua ) mekanisme yakni : Pengganti PAD melalui APBN, dalam hal ini 

pemerintahan kabupaten/kota mendapatkan dana bagi hasil dari pajak dan sumber 

daya alam yang dibagikan berdasarkan mekanisme belanja negara APBN. 

Selanjutnya adalah pengganti PAD melalui Transfer Antar Daerah,  dalam 

mekanisme ini pemerintah daerah provinsi menetapkan obyek-obyek yang 

merupakan objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 Mil yang 

merupakan pendapatan bagi pemerintahan daerah provinsi, yang kemudian hasil 

dari obyek-obyek tersebut dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota. 

Kata Kunci : Kewenangan, Pengelolaan, Pesisir, Provinsi, PAD 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This study, entitled the authority of local governments in coastal resource 

management and small islands. This research aims to : know and analyze what 

authority coastal resource management and small islands conducted by 

provincial governments, and identify and analyze the object for a replacement 

PAD results to the local government district / city on coastal resource 

management and small islands by the provincial government. The method used in 

answering the legal issues raised in this study, the method used is using normative 

legal research methods with 2 (two) approaches namely: statute approach and 

conceptual approach. The results showed that: Coastal resource management and 

small islands is a division of government affairs concurrent selection, the 

authority of the government obtained attribution, authority that comes directly 

from the legislation. Forms of resource management of coastal and small island 

carried out by the provincial government include the planning, utilization, 

monitoring and control.  Then the replacement object for the results of PAD 

districts / cities conducted through 2 (two) mechanisms that : Substitute PAD 

through the State Budget (APBN), in this case the district / city governments get 

revenue-sharing from taxes and natural resources are distributed based on the 

mechanism of state spending state budget. Next is the replacement local revenue 

(PAD) through Inter-regional transfers, in this mechanism the provincial 

government to set the variables which are objects of coastal resources and small 

islands from 0-4 Mil which is revenue for the provincial government, then the 

results of these variables are divided produce to the local government district / 

city. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan keseluruhan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1.  pengelolaan SDP3K merupakan pembagian urusan pemerintahan 

konkuren pilihan, yang kewenangan pemerintahan tersebut diperoleh 

secara atribusi, yakni kewenangan yang diperoleh secara langsung dari 

peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengelolaan SDP3K yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dimana dalam setiap tahapan 

pengelolaan terdapat peranan pemerintah daerah provinsi didalamnya 

diantaranya pada tahapan perencanaan RSWP-3-K : Pembentukan 

kelompok kerja sampai dengan pengesahan peraturan gubernur tentang 

RSWP-3-K, RZWP-3-K : Menugaskan Dinas sampai dengan pengesahan 

peraturan daerah tentang RZWP-3-K, RPWP-3-K : Pembentukan 

kelompok kerja sampai dengan pengesahan peraturan gubernur tentang 

RPWP-3-K, RAPWP-3-K : Pembentukan Tim Teknis sampai dengan 

pengesahan peraturan gubernur tentang RAPWP-3-K. Pada tahapan 

pemanfaatan : Izin : Menerbitkan izin lokasi dan izin pengelolaan, 

P3K&PK : Menerbitkan izin pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan 

P3K&PK, Konservasi : Pengelolaan kawasan konservasi dan menetapkan 

batas Sempadan. Rehabilitasi : Melaksanakan tahapan rehabilitasi



 

 yang meliputi,  Perencanaan,   Pelaksanaan, dan Pemeliharaan. Reklamasi : Memberikan 

pertimbangan kepada menteri teknis pada pelaksanaan reklamasi kawasan strategis 

nasional, Menerbitkan izin reklamasi sesuai dengan kewenangan, Melakukan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan reklamasi. Tahapan Pengawasan & Pengendalian : Pengawasan 

: Pembinaan Polsus WP3K, Pengendalian : Menyusun pedoman akreditasi. 

2. Bersamaan dengan perintah UU 23/2014 mengenai penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang kelautan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah provinsi, maka diperintahkan pula adanya bagi hasil atas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang kelautan tersebut, tujuanya adalah mengganti PAD kabupaten/kota 

yang tidak memiliki banyak kewenangan dalam pengelolaan SDP3K. Maka obyek bagi 

hasil pengganti PAD kabupaten/ kota dilakukan melalui 2 ( dua ) mekanisme yakni : 

1. Pengganti PAD melalui APBN 

Penggantian PAD melalui APBN ini merupakan suatu bentuk hubungan keuangan 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena secara konstitusional 

memang terdapat hubungan keuangan antara pemerintahan tersebut, sebagaimana 

diatur dalam pasal 18 A ayat (2) UUD NRI 1945, yang memerintahkan dalam 

pembagiaan dilakukan secara adil dan selaras berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Bentuk konkrit dari hubungan keuangan pemerintahan pusat kepada 

pemerintahan daerah adalah melalui pendapatan transfer sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 285 ayat (2) huruf A UU 23/2014. Pengganti PAD Kabupaten/Kota 

melalui mekanisme APBN diperoleh dari DBH Pajak dan DBH SDA yang 

keduanya merupakan bagian dari dana perimbangan yang berhak diperoleh 

pemerintahan daerah melalui pendapatan transfer. 



 

2. Pengganti PAD melalui Transfer Antar Daerah 

Ketentuan megenai pembagian hasil berdasarkan penjelasan pasal 14 ayat (6) UU 

23/2014, adalah 0-4 Mil dari 0-12 Mil kewenangan pemerintah provinsi yang 

dibagi hasilkan, belum adanya peraturan perundang-undangan yang benar-benar 

mengatur secara baku mengenai obyek-obyek yang diperoleh dari pengelolaan 

SDP3K yang merupakan pendapatan daerah provinsi, yang kemudian dijadikan 

sebagai objek yang dibagi hasilkan kepada pemerintahan kabupaten/kota, oleh 

karenanya disimpulkan terdapat beberapa obyek dari pengelolaan SDP3K yang 

dipetakan berdasarkan 0-4 ( nol sampai empat ) Mil, maka obyek tersebut meliputi : 

Pariwisata, Perikanan, Pelabuhan. Obyek-obyek  tersebutlah yang menghasilkan 

pajak dan non pajak yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota, sebagai bentuk pembagian hasil melalui transfer antar daerah 

merupakan mekanisme pengganti PAD kabupaten/kota, hal ini berlandaskan hukum 

pada pasal 285 ayat (2) huruf B UU 23/2014.  
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